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DINA LEDYANA (B 111 12 384), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Memasuki Ruangan Secara Melawan Hukum (Analisis 
Putusantentang  Penyerobotan Kios Pasar Nomor 121/Pid.B/2014/Pn.Pol) 
dibimbing oleh Andi Sofyan sebagai pembimbing I dan Haeranah 
sebagai pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah 
penerapan hukum pidana Materil terhadap pelaku penyerobotan kios 
pasar (Analisis Putusan Nomor 121/Pid.B/2014/Pn.Pol) dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku penyerobotan kios pasar (Analisi Putusan Nomor 
121/Pid.B/2014/Pn.Pol)  
Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memasuki Ruangan Secara Melawan 
Hukum (Analisis Putusan tentang Penyerobotan Kios Pasar 
Nomor121/Pid.B/2014/Pn.Pol), maka penulis melakukan penelitian di 
kantor Pengadilan Negeri Polewali di Kabupaten Polewali Mandar, serta 
penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-
undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, 
penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Kios 
Pasar sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil 
sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1)  
KUHP.Penerapan ketentuan pidana terhadap Tindak Pidana Memasuki 
Ruangan Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan 
tentang.Penyerobotan Kios Pasar Nomor 121/Pid.B/2014/Pn.Pol), 
didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu, juga 
didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. 
Sedangkan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam perkara Memasuki Ruangan Tertutup (Analisis 
Putusan Nomor 121/Pid.B/2014/Pn.Pol) telah sesuai. Berdasarkan 
penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti 
serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang 
meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Hukum merupakan alat yang dapat mengatur hubungan antar 
sesama manusia maupun hubungan antar manusia dengan negara agar 
segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, hukum 
bermanfaat mempelajari perbuatan kejahatan dan pelanggaran hukum 
yang terjadi serta mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat 
untuk suatu kejadian yang terjadi di masa sekarang dan di masa yang 
akan datang, maka pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan 
ketetapan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu 
kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat 
 Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan 
jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. 
Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan 
kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi 
pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah 
tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah 
merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan 
kehidupannya. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah 
merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap 
fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi 
juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika 
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tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai 
masalah sosial yang kompleks dan rumit ( Adrian Sutedi,2007:31) 
Hak-hak atas tanah yang langsung bersumber pada hak bangsa 
yang disebut hak-hak primer meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak 
guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh negara sebagai 
petugas bangsa, sementara hak-hak yang bersumber tidak langsung dari 
hak bangsa adalah apa yang disebut hak-hak sekunder, meliputi: hak-hak 
yang diberikan oleh pemegang hak primer seperti hak sewa, bagi hasil, 
gadai dan lain-lainnya (Hambali Thalib,2005:74) 
Ketergantungan manusia yang demikian besar pada tanah, baik 
untuk kebutuhan tempat pemukiman maupun sebagai sumber mata 
pencaharian, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah 
maupun luasnya tetap dan tidak bertambah dalam segala dimensi 
kebutuhan manusia. Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah 
yang tersedia dan kebutuhan penggunaan yang semakin meningkat 
menyebabkan tanah  mempunyai arti yang sangat penting, sehingga 
campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum 
pertanahan merupakan hal yang mutlak (Hambali Thalib,2005:1) 
Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di 
Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan 
mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak 
mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah 
orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah 
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secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat 
digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah 
merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah 
yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. 
Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih 
lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. 
Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara 
tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, 
penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain 
(http://www.hukumproperti.com diakses pada tanggal 1 november 2015)  
Didalam proses penyelidikan maupun penyidikan, selalu para 
Penyidik menggunakan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan : 
Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau 
pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau 
berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak 
atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak 
Rp. 300,- (tiga ratus rupiah), sehingga Pasal 167 KUHP dikategorikan 
sebagai pasal yang mengatur tentang penyerobotan tanah.  
Selanjutnya, apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh 
penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh 
orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka oleh 
Penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka 
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sebagaimana dimaksud dari Pasal 167 KUHP yang selanjutnya dibuatkan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dan apabila ternyata penyerobotan 
tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai 
kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si 
tersangka (penyerobot) oleh Penyidik dikenakan Pasal 385 ayat (1) Kitab 
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling 
lama empat tahun, dimana : dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau 
membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum 
bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau 
turut mempunyai hak atasnya (Robert L Leku, 2013:166) 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
lebih jauh mengenai tindak pidana penyerobotan kios pasar sehingga 
penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Memasuki Ruangan Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan 









2. Rumusan masalah  
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana memasuki ruangan secara melawan hukum terhadap kios 
pasar dalam putusan tentang penyerobotan kios pasar 
No.121/pid.b/2014/PN.POL?  
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana 
terhadap tindak pidana memasuki ruangan  secara melawan hukum 
yaitu penyerobotan terhadap kios pasar?  
3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  
Tujuan penulisan yaitu :  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana memasuki secara melawan hukum yaitu 
penyerobotan kios pasar dalam putusan 
No.121/pid.b/2014/PN.POL.  
2. Untuk mengatahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap tindak pidana  memasuki secara melawan hukum 
yaitu penyerobotan kios pasar.  
Sementara kegunaan penulisan yaitu :  
1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 
para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana memasuki secara melawan hukum yaitu 
penyerobotan kios pasar.  
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2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.  
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih 
lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini  
4. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 
umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan 



















A. Pengertian Tinjauan Yuridis  
Tinjauan yuridis terdiri atas dua kata yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”, 
Pengertian tinjauan yaitu: 
“ Tinjauan adalah pandangan;pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari), pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, 
pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara 
sistematis untuk memecahkan suatu persoalan” (Poerwadarminta,2006: 
194) 
Selanjutnya Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, yaitu yuridis adalah menurut  hukum atau secar hukum”.  
Pengertian yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh 
hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap 
pelanggarannya, yuridis juga merupakan suatu kaidah yang dianggap 
hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa 
peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar 
penilaiannya (Irama Widya,2001:10) 
   Tinjauan yuridis yang dimaksud penulis sendiri disini adalah 
memeriksa, menyelidiki, serta mengumpulkan data, mengolah, 
menganalisa dan menyajikan data secara tersistematis untuk 
memecahkan suatu persoalan dari segi hukum, sedangkan hukum yang 
penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana hukum materiil, 
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khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian 
yang membahas mengenai apa itu delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau 
tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan 
sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana.  
B. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
 Menurut Bambang Poernomo (1994:90) tindak pidana 
pengertiannya biasa disamakan dengan peristiwa pidana atau delik. 
Di dalam KUHP (WvS) dikenal istilah strafbaarfeit. Kepustakaan 
tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan 
pembuat undang-undang dalam merumuskan undang- undang 
menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana.  
Adami Chazawi (2001:67-69) menerangkan bahwa di 
Indonesia sendiri dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit. Istilah-istilah yang pernah 
digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam 
berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit 
antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran 
pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat 
dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 
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ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.  
Secara letterlijk, kata ”straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau 
boleh dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda 
“feit” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan “strafbaar” berarti 
“dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” 
dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang 
dapat dihukum”.  
Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal 
dari bahasa Latin yakni delictum dan dalam bahasa Belanda disebut 
delict. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan 
sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
tindak pidana.”. 
E.Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” dengan 
menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun 
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena “peristiwa” adalah 
pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian 
yang tertentu saja. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan 
tersebut.  
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Menurut Moeljatno (Andi Hamzah,2008:96), bahwa perbuatan 
pidana itu dapat disamakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan 
strafbaar feit,yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya, 
criminal act itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga actus 
reus. 
Menurut Marshall (Mahrus Ali,2011:98) bahwa perbuatan pidana 
adalah pebuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi 
masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang 
berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai 
perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan 
bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan 
tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan 
dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu 
dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. 
Menurut James Parede (2007:21) dalam mengemukakan arti 
strafbaarfeit sendiri, dijumpai adanya 2 pandangan yaitu pandangan 
monistis dan pandangan dualistis. 
Pandangan Monistis, melihat dari keseluruhan syarat yang 
merupakan sifat yang dapat dipidana, artinya seseorang yang dikatakan 
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telah melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut sudah dapat 
dipidana. Menurut pandangan ini yang disebut tindak pidana atau 
perbuatan pidana sudah mencakup perbuatannya, oleh sebab itu ia 
dapat dipenjara. Ahli hukum yang berpandangan monisme antara lain, 
JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J. Van Schravendijk, Simons, dan 
lain-lain (Adami Chazawi,2005:75) 
Pandangan dualistis justru berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut adalah hanya 
perbuatannya saja, sedang pertanggungjawaban dan kesalahanya 
tidak termasuk pada perbuatan pidana dimaksud. Menurut pandangan 
dualistis yang yang diancam pidana itu adalah perbuatan yang 
diancam pidana dalam ketentuan undang-undang atau hanya berupa 
rumusan undang-undang saja. Artinya terhadap suatu perbuatan 
pidana belum dapat diatuhkan pidana, bila tidak ada orangnya dan 
pada orang yang dimaksud dan harus ada sifat melawan hukum atau 
kesalahan pada orang itu.Sebenarnya pemakaian istilah yang 
berbeda-beda ini tidak menimbulkan permasalahan, yang terpenting 
diketahui apa yang menjadi pengertiannya.  
Pada umumnya istilah yang digunakan sekarang ini adalah 
“Tindak Pidana”. Tindak pidana itu sendiri dapat diartikan berupa suatu 
tindakan yang melanggar hukum, yang pelakunya sendiri dapat 
dikenakan sanksi pidana.  
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Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa 
delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang 
diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya. 
2. Unsur Unsur Tindak Pidana  
Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap 
tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya.Dalam unsur-unsur 
tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran 
dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk 
menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut 
aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah 
unsur-unsur yang melekat pada criminal act.  
Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis 
mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut 
(Moeljatno, 1993: 5): 
a. Menurut E. Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak 
pidana adalah sebagai berikut:  
1) Sifat melawan hukum  
2) Dapat dipertanggungjawabkan  
3) Diancam pidana.  
b. Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana 
adalah sebagai berikut:  
1) Diancam dengan pidana  
13 
2) Melawan hukum  
3) Dilakukan dengan kesalahan  
4) Perbuatan manusia (positif dan negatif)  
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.  
c. Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis   
 mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:  
1) Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana 
           adalah sebagai berikut:  
a) Kelakuan manusia  
b) Diancam pidana  
 
2) Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak  
  Pidana adalah sebagai berikut:  
a) Perbuatan manusia 
b) Diancam pidana  
3. Macam-Macam Tindak Pidana  
Menurut Teguh prasetyo (2010:58) tindak pidana dapat  
dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 
a. Kejahatan dan Pelanggaran 
KUHP menempatkan  kejahatan di dalam Buku Kedua dan 
pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan 
mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Dicoba 
membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtdelict atau delik 
hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-
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undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa 
melanggar keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, 
melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik 
undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-
undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai Surat Izin 
Mengemudi (SIM) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di 
jalan umum,atau menggunakan helm ketika mengendarai sepeda 
motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan. 
b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil) 
Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan 
rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 
pelakunya. Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai 
dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain 
titik berat pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan 
apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan 
aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah 
Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-
210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan 
mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. 
Jika penghasutan sudah dilakukan,tidak peduli apakah benar-
benar mengikuti hasutan itu.  
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Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat 
yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah 
terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi 
masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang 
terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan 
mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya. Menurut Van 
Hamel (Teguh Prasetyo,2010:59) kurang setuju dengan 
pembagian delik formal dan material ini, karena menurutnya 
walaupun perilaku yang terlarang itu tidakdirumuskan sebagai 
penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku 
semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju 
menyebutnya sebagai “delik yang dirumuskan secara formal” dan 
“delik yang dirumuskan secara material”. 
c. Delik Dolus dan Delik Culpa 
Dolus dan Culpa merupakan bentuk kesalahan (Schuld). 
1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, 
rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata lain yang 
tegas… dengan sengaja, seperti diketahuinya, dan sebagainya. 
Contohnya adalah Pasal-pasal 162,197,310,338, dan lebih 
banyak lagi. 
2) Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, 
dengan kata… karenanya kealpaannya, misalnya pada Pasal 
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359,360,195. Di dalam beberapa tejemahan kadang-kadang 
dipakai istilah… karena kesalahannya. 
d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis 
Pelanggaran hukum dapat berbuat sesuatu yang dilarang 
atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit= 
melakukan; to omit = meniadakan). 
1) Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, 
misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, 
mengancam, dan sebagainya. 
2) Delik omissionis dapat kita dapat jumpai pada Pasal 522 (tidak 
datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 
(tidak melaporkan adanya permufakatan jahat). 
Disamping itu, ada yang disebut delik commissionis 
peromissionem commisa. Misalnya seorang ibu yang sengaja 
tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi 
dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi 
dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 
dilakukan.  
e. Delik Aduan dan Delik Biasa 
Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana yang 
penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan 
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dari pihak yang berkepantingan atau terkena. Misalnya 
penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak 
banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap 
berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang 
ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah 
suami atau istri yang bersangkutan. 
Terhadap dua jenis aduan, yaitu delik aduan absolute, yang 
penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, delik aduan relatif 
di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan 
korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) 
dan (3)). Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan 
tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik 
biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat 
berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam 
dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika 
dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang 
berbuat.   
Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan 
sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam 




f. Jenis Delik yang Lain 
Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari 
mana kita meninjau delik tersebut, antara lain: 
1) Delik berturut-turut (voortgezet delict): yaitu tindak pidana yang 
dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, 
tetapi dilakukan setiap kali seratus ribua rupiah. 
2) Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana 
merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan 
terlarang itu berlangsung memakan waktu. 
3) Delik berkualifikasi (gequalficeerd), yaitu tindak pidana dengan 
pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, 
penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan ayat (4)). 
Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang 
artinya adalah nama delik itu. 
4) Delik dengan privilege (gepriviligered delict), yaitu delik dengan 
peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu karena takut 
diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan dari 
pada pembunuhan biasa. 
5) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara 
sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala 
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negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KUHP), dan juga 
tindak pidana subversi. 
6) Delik propia, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang 
mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, 
ayah, majikan dan sebagainya yang disebutkan dalam KUHP. 
C. Teori Pemidanaan dan Jenis- Jenis Pemidanaan  
1. Teori Pemidanaan. 
Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan saksi dan juga 
tahap pemberian saksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada 
umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan 
diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang 
penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena 
pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, 
korban dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme.Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat 
jahat dengan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa (Amir 
Ilyas,2012:95) 
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Bicara tentang teori pemidanaan, menurut Adami Chazawi 
(Amir Ilyas,2012:97) teori pemidanaan itu dikelompokkan dalam 3 
golongan besar, yaitu: 
a. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
b. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien) 
c. Teori Gabungan (Vernegins theorian) 
a. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien). 
Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum 
pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau 
vergeltung). Teori ini dikenal pula pada akhir abad 18 yang 
mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, 
Stahl, dan Leo Polak. 
Menurut Kant (Amir Ilyas,2012: 98) mengemukakan 
bahwa pembalasan atau suatu perbuatan hukum adalah suatu 
syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati 
terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak 
dijatuhkan. 
Stahl (Amir Iyas,2012:98) mengemukakan bahwa: 
Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia ini karena itu negara wajib memelihara dan 





Hegel (Amir Ilyas,2012:98) mengemukakan bahwa 
Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai 
these).Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan 
adanya hukum (anti these), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu 
pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (Synthese) atau 
mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum 
(these). 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart (Amir Ilyas,2012:99) 
bahwa: 
Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan 
ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat 
dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aethesthica harus 
dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat. 
 
Sementara itu Karl O (Mahrus Ali,2011:188) menginditifikasikan 
lima ciri pokok dari teori absolute yakni : 
1) Tujuan pidana adalah sebagai pembalasan. 
2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 
mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesahteraan 
masyarakat. 
3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan. 
4) Pidana harus di sesuaikan dengan kesalahan si pelaku. 
5) Pidana melihat kebelakang,  yang murni dan bertujuan tidak 




b. Teori Relatif atau teori tujuan 
Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum sesuai 
dengan pidana ini adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri oleh 
karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping 
tujuan lainnya terdapat pula tujuan. 
Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang 
merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dari 
prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan 
kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah 
laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya 
ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana 
dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi 
masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana 
adalah untuk memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk 
tidak melakukan tindak pidana. 
Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah 
seperti yang dituliskan oleh Lamintang (Amir Ilyas,2012:99) 
1) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan 
membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka 
tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran 
terhadap kaedah-kaedah hukum pidana. 
2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis diperkenalkan 
oleh Anslm Feerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus 
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dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, 
dalam arti apabila orang melakukan kejahatan pasti dikenakan 
sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat 
mereka untuk melakukan kejahatan. 
Adapun menurut Van Hamel (Amir Ilyas,2012:100) 
bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan 
agar orang-orang(umum) menjadi takut untuk berbuat jahat. 
Gambaran suatu pemidaan yang bersifat pencegahan khusus: 
1) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu 
untuk menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar 
ia tidak melakukan niatnya. 
2) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara 
menjatuhkan pidana,maka penjatuhan pidana harus bersifat 
memperbaiki dirinya (recrlasering). 
3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka 
penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membut 
mereka tidak berdaya. 
4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata 
tertib hukum didalam masyarakat. 
Muladi dan Barda Nawawi Arief (Mahrus Ali,2011:191) 
mengutarakan ciri-ciri atau karakteristik dari teori relatif ini sebagai 
berikut: 
1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 
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2) Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu 
kesejahteraan; 
3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 
dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja 
atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 
4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuan sebagai alat untuk 
pencegahan kejahatan; 
5) Pidana melihat ke depan (bersifat prosfektif) : pidana dapat 
megandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan 
maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 
mampu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kejahatan 
masyarakat. 
c. Teori Gabungan (Verenigingstheorien) 
Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, 
muncul teori ketiga yang satu pidana mengakui adanya unsur 
pembalasan dalam hukuman pidana, akan tetapi juga mengakui unsur 
prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap 






Kelemahan Teori absolut adalah:  
Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada pidana 
pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan 
berdasarkan alat-alat bukti yang ada. 
Kelemahan dari teori relatif adalah: 
1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk 
mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka 
mungkin pelaku kejahatan yang ringan dengan dijatuhi pidana 
yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga 
menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan 
keadilan. 
2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu 
semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat 
yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan. 
3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan 
mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam 
praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive (Amir 
Ilyas,2002:102) 
Dengan munculnya teori gabungan ini maka terdapat 
perbedaan dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menarik 
beratkan pada pembalasan, ada pula yang unsur pembalasan dan 
prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur 
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pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe (Amir Ilyas, 2012:102) 
menyatakan: 
Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana 
dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain,tetapi ada ciri-cirinya dan 
tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi-
sanksi itu.Dan karena hanya akan ditetapkan jika menguntungkan 
pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepetingan umum. 
Van Bemmelan (Amir Ilyas, 2012:102) pun menganut teori 
gabungan menyatakan: 
 pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan m 
memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan 
mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan 
masyarakat. 
Grotius mengembangkan teori gabungan yang 
menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembasalan, 
tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah 
penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang 
dilakukakan oleh terpidana.Tetapi sampai batas mana beratnya pidana 
dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, 
ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. 
Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh 
Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna 
tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana 
melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap 
hukum dan pemerintahan.Teori gabungan yang kedua itu 
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menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh 
lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak 
boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. 
Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan 
terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang sukarela. Tujuan pidana 
ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. 
Menurut Vos (Amir Ilyas,2012:102-103) Pidana berfungsi 
sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, 
karena jika ia sudah pernah masuk kedalam penjara ia tidak terlalu 
takut lagi, karena sudah pernah masuk penjara, karena sudah 
berpengalaman.Teori gabungan yang ketiga yaitu yang memandang 
pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.Menurut Utrecht 
teori ini kurang dibahas oleh para sarjana. 
Jenis-jenis sanksi pemidanaan terdapat dalam Bab II Buku I 
Pasal 10 KUH Pidana yang terdiri dari hukuman/Pidana pokok, dan 
hukuman/Pidana Tambahan.  
Hukuman/pidana pokok terdiri dari :  
1) Hukuman mati (death penalty/capital punisment)  
2) Hukuman penjara  
3) Hukuman kurungan  
4) Hukuman denda  
5) Hukuman tutupan  
Sedangkan hukuman/pidana tambahan terdiri dari:  
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1) Pencabutan hak-hak tertentu  
2) Perampasan barang-barang tertentu  
3) Pengumuman putusan hakim  
4. Tujuan Pemidanaan  
Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, bisa 
dibedakan antara prevensi special dan prevensi general atau sering 
juga digunakan istilah“ special deterrence” dan “general deterrence”.  
Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap 
terpidana.Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana 
dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk melakukan 
tindak pidana lagi.Hal ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana 
berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. 
Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan 
“Reformationatau Rehabilitation Teory’’.  
Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap 
masyarakat pada umumnya.Artinya pencegahan kejahatan itu ingin 
dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota 
masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. 
Martiman Projohamodjojo (1997:58) tujuan pemidanaan, para 
pakar masih belum ada kesepakatan pendapat. Pada dasarnya 
terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai 
dengan pemidanaan yaitu: 
a. Untuk memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri. 
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b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan. 
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tak mampu 
melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara 
lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.  
D. Tindak Pidana Penyerobotan 
1. Pengertian tindak pidana Penyerobotan 
       Tindak pidana penyerobotan yang dimaksudkan dalam hal ini 
ialah tindak pidana memasuki sebuah rumah atau sebuah bangunan 
yang tertutup atau dipakai oleh orang lain secara melawan hukum, 
ataupun dalam doktrin juga sering disebut sebagai huisvredebreuk 
oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 167 
KUHP, yang rumusannya sebagai berikut (Lamintang dan Theo 
Lamintang,2010:576-577). 
a. Barang siapa secara memaksa memasuki dengan melawan 
hukum sebuah tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup 
yang dipakai orang lain atau secara melawan hukum tetap 
berada disana dan tidak segera pergi setelah diminta oleh atau 
atas nama orang yang berhak untuk meninggalkan tempat-
tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya sembilan bulan atau dengan pidana denda setinggi-
tingginya empat ratus ribu rupiah. 
b. Barang siapa telah memasuki dengan melakukan pembongkaran 
atau pemanjatan, dengan memakai kunci-kunci palsu, dengan 
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memakai perintah palsu atau serangan palsu, ataupun yang 
ketahuan berada disana pada waktu malam hari tanpa 
sepengetahuan terlebih dahulu dari orang berhak dan 
memasukinya bukan sebagai akibat dari suatu kekeliruan, 
dianggap sebagai telah memasuki dengan paksa. 
c. Jika ia mengucapkan ancaman-ancaman atau memakai alat-alat 
untuk menimbulkan ketakutan, maka ia dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya satu tahun. 
d. Pidana-pidana yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (3) 
dapat diperberat dengan sepertiga, jika kejahatan telah 
dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.  
Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 
KUHP diatas orang dapat mengetahui bahwa yang diatur didalamnya 
sebenarnya hanya satu tindak pidana, yakni yang disebut tindak 
pidana uisvredebreuk atau gangguan terhadap kebebasan bertempat 
tinggal. Karena gangguan seperti itu dapat dilakukan dengan cara 
yang berbeda-beda, undang-undang juga telah memberikan akibat-
akibat hukum yang berbeda bagi pelaku atau bagi pelaku-pelakunya. 
2. Unsur Tindak Pidana Penyerobotan 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP 
hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing sebagai 
berikut: 
a. Wederrechtelijk atau melawan hukum; 
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b. Binnendrigen atau memasuki dengan paksa; 
c. In de woning of besloten lokaal of ert, bij een ander in gebruik atau 
ke dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman 
yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain; 
d. Zich aldaar vertoeven atau berada di sana; 
e. Niet aanstonds verwijderen op wondering van of vanwege den 
rechthebbende atau tidak segera pergi setelah ada permintaan 
dari atau atas nama orang yang berhak. 
Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
167 ayat (1) KUUHP ialah wederrechtelijk atau melawan hukum. 
Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang 
sebenarnya dimaksudkan dengan kata wederrechtelijk dalam rumusan 
Pasal 167 ayat(1) KUHP, sedangkan arti yurisprudensi pun, orang tidak 
dapat memperoleh penjelasan tentang arti kata wederrechtelijk 
tersebut. 
Menurut Simons (Lamintang dan Theo Lamintang,2010:579) kata 
wederrechtelijk harus diartikan sebagai in strijd met het recht in 
algemeen bertentangan dengan hukum pada umumnya.  
Selanjutnya, Pompe (Lamintang dan Theo Lamintang,2010:579) 
berpendapat bahwa kata wederrechtelijk harus diartikan sebagai in 
strijd met det wet atau bertentangan dengan undang-undang. 
Dihubungkan dengan pengertian binnendringen atau memasuki 
dengan paksa, kirannya tidak seorang pun dapat menyangkal 
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kebenarannya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat 
(1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan atau opzet 
dari pelaku tidak hanya meliputi perbuatan memasuki saja, melainkan 
semua tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat(1). 
 Lamintang dan Theo Lamintang (2010:579-580) Seorang pelaku 
hanya dapat terbukti telah mempunyai kesengajaan terhadap unsure-
unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, jika di 
sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku dapat dibuktikan 
bahwa: 
a. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki 
dengan paksa; 
b. Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki dengan 
paksa itu ialah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman 
tertutup yang dipakai oleh orang lain; 
c. Pelaku telah menghendaki tetap berada disana; 
d. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada 
permintaan dari atau nama orang yang berhak atas tempat 
tinggal, ruangan atau halaman tertutup tersebut. 
 Lalu, Simons (Lamintang dan Theo Lamintang,2010:580) 
berpandapat bahwa, perbuatan binnedringen atau memasuki yang 
oleh pelakunya telah dilakukan bertentangan dengan kemauan dari 
orang yang berhak, baik kemauan itu telah dinyatakan dengan tegas 
maupun tidak. 
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Dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, undang-undang telah 
menyatakan perbuatan-perbuatan memasuki dengan melakukan 
pembongkara atau pemanjatan, dengan memakai kunci-kunci palsu, 
dengan memakai perintah palsu atau seragam palsu dan lain-lain 
sebagai perbuatan-perbuatan memasuki dengan paksa. 
Unsur objektif ketiga dari tindak pidana ini ialah in de woning of 
bestolen lokaal of erf, bij een ander ingebruik atau dalam sebuah 
tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang 
dipakai oleh orang lain. Yang dimaksud dengan woning atau tempat 
tinggal adalah setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun 
sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam pengertiannya, 
yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-kapal yang diperuntukkan 
sebagai tempat tinggal. Lamintang (2010:580) 
Simons (Lamintang,2010:581) yang dimaksud dengan suatu 
besloten lokaal atau suatu ruangan yang tertutup itu ialah suatu 
ruangan yang tidak sepenuhnya bebas untuk dimasuki,hingga 
kedatangan orang ke dalam ruangan seperti itu dapat ditolak. 
Noyon dan Langemeijer (Lamintang dan Theo Lamintang 
,2010:581), beberapa contoh dari ruangan yang tertutup misalnya, 
sebuah ruang tempat tinggal pada suatu bangunan tempat tinggal 
bersama ataupun yang dewasa ini juga sering disebut dengan kata 
flat, pengertian besloten lokaal adalah lebih luas dari woning, sehingga 
dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, yakni setiap bangunan, 
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setiap ruangan yang ditutup antara dinding-dinding, gudang-gudang, 
dan sebagainya. 
Simons (Lamintang dan Theo Lamintang,2010:581) yang 
dimaksud dengan bestoten erf atau halaman tertutup ialah halaman 
yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya dengan memberikan 
suatu pembatas, yang dapat dilihat. 
Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang diatur dalam 
Pasal 167 ayat (1) KUHP ialah zich aldaar vertoeven atau berada 
disana. Yang dimaksudkan dengan kata disana ialah tempat tinggal 
atau di ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang 
lain. 
Unsur objektif kelima ialah niet aanslonds verwijderen op 
vordering van  den rechthebbende atau tidak segera pergi setelah ada 
permintaan dari atau atas nama orang yang berhak.Untuk dapat 
disebut sebagai orang yang berhak tidak perlu memerhatikan apakah 
penghuniaan sebuah tempat itu memang benar telah dilakukan 
berdasarkan suatu hak, karena seperti yang dikatakan dalam arrest-
nya tertanggal 27 juni 1927 tersebut, tujuan dari ketentuan pidana 
yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ialah untuk melindungi hak 
bertempat tinggal. Perlindungan terhadap hak bertempat tinggal dalam 
sebuah rumah didasarkan semata-mata pada de feitelijke bewoning 
atau didasarkan pada kepenghunian yang nyata atas rumah tersebut. 
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Dalam praktik sering terjadi, bahwa seorang suami itu karena 
sesuatu hal telah berpisah tempat tinggal dengan istrinya. Bagaimana 
jika istrinya itu pada suatu hari pergi ke tempat suaminya untuk ikut 
bertempat tinggal disana. Apakah perbuatan tersebut memasuki 
dengan paksa tempat tinggal suaminya merupakan tindak pidana 
seperti yang dimaksudkan dalam pasal 167 ayat (1) KUHP? 
Selanjutnya, Cremers (Lamintang dan Theo Lamintang 
,2010:585) ,permasalahan diatas sebenarnya penting bagi mereka 
yang unduk pada Burgerlijk wetboek (BW), karena di dalam Pasal 107 
BW terdapat ketetuan bahwa seorang suami wajib merima istrinya di 
rumah di tempat yang ia tinggali. 
Akan tetapi bagaimana hukumnya jika sebaliknya suami yang 
memasuki dengan paksa tempat tinggal istrinya, yang dihuni oleh 
istrinya tersebut secara terpisah dengan tempat tinggal yang dihuni 
oleh suaminya. Apakah perbuatan itu termasuk tindak pidana, 
mengingat dalam Pasal 106 BW itu terdapat ketentuan-ketentuan yang 
menyatakan seorang istri wajib  menaati suaminya. Ia wajib bertempat 
tinggal bersama-sama dengan suaminya, dan mengikutinya ketempat 
manapun suaminya memandang sesuai untuk bertempat tinggal. 
Cremers (Lamintang dan Theo Lamintang,2010:586), Hoge 
Raad dalam arrest-nya tertanggal 1 Februari 1926 telah memberikan 
putusannya yang antara lain berbunyi: 
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Seorang suami yang dengan paksa memasuki rumah, yang 
oleh istrinya telah dihuni secara tersendiri dengan alas an apa pun juga 
telah bertindak dengan melawan hukum. Dengan adanya ketentuan-
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 BW itu 
tidak berarti bahwa dalam keadaan bagaimanapun seorang istri harus 
mengizinkan suaminya memasuki tempat tinggalnya. 
Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP 
telah menyebutkan beberapa peristiwa yang dapat disamakan dengan 
perbuatan memasuki dengan paksa sebuah tempat tinggal, ruangan 
atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain, yakni: 
a. Memasuki dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan; 
b. Memasuki dengan memasuki kunci – kunci palsu; 
c. Memasuki dengan memakai perintah palsu atau seragam palsu; 
d. Ketahuan berada di sana pada malam hari tanpa sepengetahuan 
terlebih dahulu dari orang yang berhak, dan keberadaannya di sana 
itu bukan sebagai akibat dari suatu kekeliruan. 
Yang dimaksud dengan memanjat menurut Pasal 99 KUHP ialah 
memasuki jalan masuk yang tidak disediakan untuk itu atau melalui 
sebuah lubang dalam tanah, yang dengan sengaja telah digali untuk 
maksud tersebut, demikian halnya perbuatan melompati sebuah 
selokan atau parit yang dimaksudkan sebagai penutup. 
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Pasal 100 KUHP telah menyamakan dengan kunci palsu, yakni 
setiap alat yang tidak diperuntukkan membuka selot yang 
bersangkutan. 
Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) KUHP 
telah disebut dua keadaan yang memberatkan pidana, yakni jika untuk 
memasuki dengan paksa sebuah tempat tinggal, ruangan atau 
halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain itu, pelaku telah: 
a. Mengucapkan ancaman-ancaman dan  
b. Memakai alat untuk menimbulkan suatu ketakutan. 
 Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (4) KUHP 
telah diatur sebuah keadaan yang memberatkan pidana, yakni jika 
perbuatan-perbuatan memasuki dengan paksa sebuah tempat tinggal, 
ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain 
seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (3) 
KUHP ternyata telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama. 
Lamintang dan Samosir (1983:38) tindak pidana memasuki 
dengan paksa sebuah tempat tinggal, ruangan atau halaman yang 
tertutup, yang dipakai oleh orang lain, oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama itu, harus dilakukan dalam bentuk mededadershcap 




3. Ketentuan Perundang-Undangan  
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. 
 
 Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa:  hak-hak 
iyalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 
pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil 
hutan dan hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut 
diatas yang tidak ditetapkan dengan undang-undang serta hak-
hak yang sifatnya sementara sebagai yang di sebutkan dalam 
Pasal 53 UUPA. 
 
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai Tanah. 
 
1) Pengertian Hak Guna Bangunan 
Hak guna bangunan diatur dalam Pasal 35-40 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya 
disebut UUPA). Pengaturan lebih lanjut mengenai hak 
guna bangunan tersebut kemuudian diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 
Hak Pakai atas Tanah (selanjutnya disebut PP 
40/1996) Pasal 35 ayat (1) UUPA menerangkan 
pengertian hak guna bangunan sebagai hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas 
tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka 
waktu tertentu. 
 
2) Subyek Hak Guna Bangunan 
Pasal 36 ayat (1) UUPA menentukan bahwa 
yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah: 
a) Warga negara Indonesia 
b ) Badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
 
3) Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Guna bangunan 
Pasal 34 PP 40/1996 menentukan bahwa 
pemegang hak guna bangunan berhak untuk 
menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan 
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dengan hak guna bangunan selama jangka waktu 
tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan 
untuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk 
mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan 
membebaninya. 
Kewajiban- Kewajiban pemegang hak guna 
bangunan menurut ketentuan pasal 30 PP 40/1996 
adalah: 
a) Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara 
pembayarannya ditetapkan dalam keputusan 
pemberian haknya. 
b) Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya 
dan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan 
dan perjanjian pemberian haknya. 
c) Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang 
ada diatasnya serta menjaga kelestarian 
lingkungan hidup. 
d) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan 
dengan hak guna bangunan kepada negara, 
pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak 
milik sesudah hak guna bangunan itu hapus. 
e) Menyerahkan sertipikat hak guna bangunan yang 
telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. 
Sertipikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud 
dalam Pasal 19 UUPA. Bagi pemegang hak guna 
bangunan yang letak tanahnya mengurung atau 
menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu 
lintas umum atau jalan air, yang bersangkutan juga 
wajib untuk memberikan jalan keluar atau jalan air, 
yang bersangkutan juga wajib memberikan jalan keluar 
atau jalan air atau kemudahan lain bagi bidang lain 
atau pekarangan atau bidang tanah yang terkurung. 
 
4) Terjadinya Hak Guna Bangunan 
Ada tiga jenis tanah yang dapat diberikan dengan hak 
guna bangunan, yaitu tanah negara, tanah hak 
pengelolaan dan tanah hak milik. Untuk tanah negara, 
hak guna bangunan diberikan dengan keputusan 
pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk 
untuk tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan 
diberikan dengan keputusan pemberian oleh hak 
menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul 
pemegang hak pengelolaan. Sedangkan untuk tanah 
hak milik, terjadinya hak guna bangunan adalah 
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melalui pemberian oleh pemegang hak milik dengan 
akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
Setiap pemberian hak guna bangunan wajib 
didaftarkan di Kantor Pertanahan. 
 
5) Jangka Waktu Hak Guna Bangunan 
Hak guna bangunan yang berasal dari tanah 
negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk 
jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua 
puluh tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, 
hak guna bangunan tersebut dapat diperbarui. Adapun 
syarat untuk perpanjangan dan pembaruan hak guna 
bangunan adalah sebagai berikut: 
a) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak 
tersebut. 
b) Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik 
oleh pemegang hak. 
c) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai 
pemegang hak yaitu merupakan warganegara 
Indonesia atau badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia. 
d) Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah yang bersangkutan. 
e) Untuk hak guna bangunan yang berasal dari tanah 
hak pengelolaan diperlukan persetujuan dan 
pemegang hak pengelolaan. 
Permohonan perpanjangan atau pembaruan hak 
guna bangunan diajukan selambat-lambatnya dua 
tahun sebelum jangka waktunya berakhir dan wajib 
dicata dalam buku tanah Kantor Pertanahan. 
Untuk hak guna bangunan atas tanah milik jangka 
waktunya adalah paling lama tiga puluh tahun. 
Setelah jangka waktu berakhir, maka hak guna 
bangunan dapat diperbarui atas kesepakatan 
antara pemegang hak guna bangunan dengan 
pemegang hak milik. Pembaruan tersebut dimuat 







6) Beralihnya Hak Guna Bangunan 
 
Hak guna bangunan dapat beralih atau dialihkan 
kepada pihak lain dengan cara: jual beli, tukar 
menukar, penyertaan dalam modal, hibah, pewarisan. 
 
7) Hapusnya Hak Guna Bangunan 
 
a) Jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang 
atau diperiksa 
b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir oleh 
pejabat yang berwenang, pemegang hak 
pengelolaan atau pemegang hak milik karena tidak 
dipenuhinya sesuatu syarat: 
(1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban 
pemegang hak  
(2)  Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban 
yang disepakati oleh pemegang hak guna 
bangunan  dengan pemegang hak pengelolan 
atau pemegang hak milik. 
(3) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap. 
(4) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktunya berakhir. 
(5) Dicabut untuk kepentingan umum (berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-
Benda yang Ada di Atasnya) 
(6) Ditelantarkan  
(7) Tanahnya musnah 
(8) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak 
guna bangunan tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai pemegang hak (wajib melepaskan atau 
mengalihkan haknya paling lambat satu tahun). 
 
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
 
Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendaftaran tanah 
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah 
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 
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haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 
tertentu yang membebaninya. 
Dalam Pasal 2 PP 24/1997 menyebutkan 
bahwa,pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas 
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. 
 
 Kemudian dalam Pasal 3 PP 24/1997 pendaftaran tanah 
bertujuan : 
a)  untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan, 
b) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan 
mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang 
sudah terdaftar; 
c)  untuk terselenggaranya tertib administrasi 
pertanahan. 
 
Lalu  dalam Pasal 9 PP 24/1997 obyek pendaftaran  
tanah meliputi:  
a)   bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; 
b)   tanah hak pengelolaan; 
c) tanah wakaf; 
d) hak milik atas satuan rumah susun; 
e) hak tanggungan; 
f) tanah Negara. 
Dalam Pasal 11 PP 24/1997, Pelaksanaan 
pendaftaran tanah meliputi meliputi kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran 
tanah.  
KemudianPasal 12 PP 24/1997 tentang Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah yaitu meliputi: 
a) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : 
(1) pengumpulan dan pengolahan data fisik; 
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(2) pembuktian hak dan pembukuannya; 
(3) penerbitan sertipikat; 
(4) penyajian data fisik dan data yuridis; 
(5) penyimpanan daftar umum dan dokumen. 
b) Kegiatan pemelihaan data pendaftaran tanah meliputi : 
(1) pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; 
 (2) pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 
lainnya. 
Di dalam Pasal 32 PP 24/1997 dijelaskan bahwa: 
a) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 
dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang 
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 
bersangkutan. 
b) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan 
sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum 
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan 
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang 
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 
5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah 
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan 
sertipikat tersebut. 
Mengenai biaya pendaftaran tanah dalam pasal 61 
PP 24/1997 dijelaskan bahwa: 
a)  Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah 
diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 
b)  Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau 
Pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan pemohon 
dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), jika pemohon dapat 
membuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut. 
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c) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan 
yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak 
tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya 
pendaftaran. 
d) Tata cara untuk memperoleh pembebasan atas biaya 
pendaftaran tanah diatur oleh Menteri. 
d . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan 
 Dalam Pasal 1 ayat (1) izin Mendirikan Bangunan 
atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang 
diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan 
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 
berlaku.   
Lalu dalam Pasal 3 Permen 24/1997 disebutkan bahwa: 
1) Tata cara penerbitan izin mendirikan bangunan gedung 
meliputi:  
a)  Pola umum pengaturan izin mendirikan bangunan 
gedung;  
b) Proses izin mendirikan bangunan gedung;  
c) Tata cara pengesahan dokumen rencana teknis;  
d) Pemeriksaan permohonan izin mendirikan bangunan 
gedung;  
e) Kelengkapan dokumen izin mendirikan bangunan 
gedung;  
f) Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan 
konstruksi;  
g) Jangka waktu proses penerbitan izin mendirikan 
bangunan gedung  
h) Pembekuan dan pencabutan izin mendirikan bangunan 
gedung; dan  
i) Pendataan/pendaftaran bangunan gedung.  
 
Persyaratan izin mendirikan bangunan gedung 
meliputi:  
1)  Persyaratan administratif untuk permohonan izin 
mendirikan bangunan gedung;  
2) Persyaratan teknis untuk permohonan izin mendirikan 
bangunan gedung;  
3) Penyedia jasa; dan  
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4) Pelaksana pengurusan permohonan izin mendirikan 
bangunan gedung. 
 
E. Perbuatan yang Dilanjutkan (Voortgetzette Handeling) 
Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa di dalam hal 
seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara pe 
rbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa, sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan atau diteruskan, maka hanya 
satu ketentuan pidana yang diberlakukan, jika berlainan, ketentuan 
yang memuat pidana pokok yang terberat ditetapkan. 
Martiman Prodjohamidjojo (1997:67) Seberapa jauh eratnya 
hubungan itu, tidak diperoleh penjelasan resmi. Menurut Memorie Van 
Toelichting (MvT) mengatakan bahwa ini merupakan soal faktual, yang 
penentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan para pelaksana 
Undang-Undang. Berlakunya ayat ini harus dipenuhi tiga syarat, yaitu: 
Kesatu, harus ada satu penentuan kehendak (een wilsbesluit) dari si 
pelaku yang meliputi semua perbuatan ini. Kedua, perbuatan-perbuatan 
itu harus sejenis dan ketiga, tenggang waktu antara perbuatan-
perbuatan itu harus pendek. 
Syarat kesatu dapat disimpulkan dari kata dilanjutkan (voorgezet), 
syarat kedua disimpulkan secara a contrario dari bunyi ayat (2), yang 
menentukan bahwa juga harus diperlakukan satu ketentuan hukum 
pidana, apabila seorang dipersalahkan melakukan pemalsuan dan 
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pengerusakan uang logam dan mempergunakan benda itu yang 
terhadapnya dilakukan pemalsuan dan pengerusakan. 
Selanjutnya, Wiryono Prodjodikoro (Martiman Prodjohamidjodjo, 
1997:67) beranggapan bahwa dua perbuatan ini sudah jelas tidak 
sejenis. Syarat ketiga agak kabur. Diantara perbuatan-perbuatan 
sejenis tertentu tidak banyak yang pidananya berlainan. Contoh: dari 
berlainan beratnya pidana ialah berturut-turut dilakukan pencurian biasa 
Pasal 362 KUHP dan pencurian dengan merusak Pasal 363 KUHP. 
Terhadap kejahatan, perbedaan Pasal 64 dari 65 KUHP ialah 
bahwa sekarang maksimum pidana tidak dapat melebihi maksimum 
dari salah atu ketentuan hukum pidana yang dilanggar, sedang pada 
pelanggaran, perbedaan antara Pasal 64 dari Pasal 70 KUHP adalah 
lebih besar, karena dalam hal gabungan beberapa pelanggaran dari 
Pasal 70 KUHP dimungkinkan penjumlahan atau kumulasi dari pidana-
pidana yang diancamkan pada tiap-tiap pelanggaran. 
Dengan adanya syarat berupa satu kehendak (een wilsbesluit) 
untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ditiadakan 
kemungkinan adanya perbuatan yang dilanjutkan pada kejahatan 
dengan unsur culpa. Sekiranya tidak mungkin seorang menghendaki 
akan berturut-turut secara kurang hati-hati melakukan suatu perbuatan 
sejenis, oleh karena kesimpulan adanya culpa atau kurang hati-hati 
selalu baru ditarik, apabila perbuatan-perbuatannya sudah selesai 
dilakukan. 
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Adalah lain, jika unsur culpa ini hanya mengenai satu bagian dari 
perbuatan pidana, seperti pada penadahan, di mana di pelaku hanya 
harus dapat mengira bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. 
Dalam hal ini mungkin ada penadahan yang dilanjutkan. 
Meskipun Pasal 64 KUHP mempergunakan kata perbuatan 
berlainan dari oendapat Advokat Jendral (Jaksa Agung Muda), 
beranggapan mungkin ada suatu omissie delict yaitu perbuatan pidana 
yang berupa tidak melakukan suatu perbuatan. Hal ini memang 
dimungkinkan, misalnya apabila orang, yang dipanggil untuk 
menghadap sidang sebagai saksi berturut-turut dalam berbagai 
perkara, bekehendak akan tidak memenuhi beberapa panggilan itu. 
Menurut Teguh Prasetyo (2010:181) Sistem pemberian pidana 
bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorsi, yaitu hanya 
dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, 
maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok terberat. 
F. Pengertian Kios Pasar 
Kios dan Pasar adalah dua kata yang memiliki pengertian 
berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kios adalah 
toko kecil (tempat berjual buku, koran, dan sebagainya). 
 Sedangkan menurut M.Fuad, Christine H, Nurlela, Sugiarto, dan 
Paulus (2000:98) Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual 
untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu 
ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri 
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khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. 
Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa 
uang untuk membayar harganya. Stanton, mengemukakan pengertian 
pasar yang lebih luas. Pasar dikatakannya merupakan orang-orang 
yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan 
kemauan untuk membelanjakannya. Jadi, dalam pengertian tersebut 
terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar, yakni: 
keinginan, daya beli, dan tingkah laku dalam pembelian. 
G. Putusan Hakim 
Sudikno Mertukusomo (1993:117) bahwa peradilan dilakukan 
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksudkan 
dengan sederhana ialah sederhana peraturannya, sederhana untuk 
difahami dan tidak berbelit-belit. Cepat berarti tidak berlarut-larut 
proses penyelesaiannya. Biaya ringan berarti bahwa biaya untuk 
mencari keadilan itu dapat terpikul oleh rakyat. Pengadilan mengadili 
menurut hukum tanpa membedakan orang. Dimuka hukum semua 
orang adalah sama (equality before the law). Pengadilan tidak hanya 
mengadili berdasarkan undang-undang tetapi mengadili menurut 
hukum. Ini member kebebasan lebih besar kepada hakim. 
Kekuasaan kehakiman itu bersifat menunggu. Hakim tidak boleh 
menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukumannya tidak atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Jadi meskipun hakim itu 
49 
bersifat menunggu atau pasif dalam arti tidak mencari perkara, namun 
sekali diajukan perkara kepadanya ia wajib memeriksa dan 
mengadilinya sampai selesai. Andai kata undang-undangnya tidak 
lengkap atau tidak ada ia wajib menemukan hukumnya dengan jalan 
menafsirkan, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam hukum masyarakat, Hakim dianggap tahu hukumnya 
(ius curia no vit). 
Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan 
majelis dengan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga 
orang. Tujuan ketentuan ini tidak lain ialah untuk lebih menjamin 
objektivitas. Asas ini tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa 
dan memutus dengan hakim tunggal (unus judex). 
Apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah 
sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, salah seorang 
hakim anggota, jaksa, penasehat, hukum, atau panitera dalam suatu 
perkara tertentu wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. 
Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan. 
Putusan pengadilan harus objektif dan berwibawa. Oleh karena itu 
haruslah didukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan mengapa 
hakim sampai ada putusannya itu. Alasan atau konsiderans itu 
merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat luas atas 
putusannya itu. 
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1. Jenis putusan hakim dalam persidangan di pengadilan adalah 
sebagai berikut:  
a. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat 
Diterima  
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima 
pada dasarnya termasuk kekurangcermatan jaksa penuntut 
umum, sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :  
1)  Pengaduan yang diharuskan bagi penuntut dalam delik 
aduan tidak ada. 
2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah 
diadili.  
3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena kadaluarsa 
(verjaring).  
 
b. Putusan yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Lepas Dari Segala 
Tuntutan Hukum  
Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 
perbuatan tersebut bukan tindak pidana maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum.Terdakwa lepas dari segala 
tuntutan hukum dapat disebabkan karena:  
1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan  
tindak pidana.  
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2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan  
terdakwa tidak dapat dihukum, antara lain: 
1)  Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);  
2)  Melakukan di bawah daya paksa (Pasal 48 KUHP);  
              3)  Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP);  
4) Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);  
5) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). 
 
c. Putusan Bebas  
Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat 
bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas (Pasal 191 
ayat (1 ) KUHAP). 
d. Putusaan Pemidanaan Bagi Terdakwa.  
Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan padanya.Hakim dalam hal ini membutuhkan 
kecermatan, ketelitian serta kebijakan memahami setiap yang 
terungkap dalam persidangan.Sebagai hakim harus berusaha 
untuk menetapkan suatu hukuman yang setimpal dan adil, harus 
memperhatikan:    
1)  Ancaman hukuman terhadap tindak pidana.  
2)  Keadaan atau suasana waktu dilakukannya tindak pidana.  
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3) Pribadi terdakwa.  
4) Sebab-sebab melakukan tindak pidana.  
5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan.  
6) Kepentingan umum  
 
Mengenai isi putusan, telah ditentukan secara rinci dan limitatif 
dalam Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yang mengatur tentang muatan surat putusan adalah 
sebagai berikut:  
1)  Kepala putusan yang ditulis berbunyi :  
DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA  
2)  Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.  
3)  Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan  
4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan   
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaandi sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan 
terdakwa.  
5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan  
6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.  
7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal.  
8) Pernyataan kesalahan terdakwam pernyataan telah terpenuhi 
semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan 
kualifikasinya dan pemidanaannya atau tindakan yang dijatuhkan  
9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti  
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10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik 
dianggap palsu  
11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan. 
 
12) Hari dan tanggal putusan; nama penuntut umum, nama hakim 
yang memutus, nama panitera. 
  
Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan Pasal 197 
ayat (1) diancam dengan pembatalan oleh ayat (2). Menurut Pasal 197 
ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan 
dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,k dan I Pasal ini mengakibatkan 
putusan batal demi hukum (nulliteit). Putusan batal demi hukum, 
dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak memiliki 
kekuatan hukum sehingga tidak keliru jika tidak dilaksanakan 
(eksekusi). 
Lilik Mulyadi (2007:193-194) Putusan pertimbangan hakim 
terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. 
Selain itu, majelia hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik 
dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang 
sedang ditangani kemudian secara limitatif dan menetapkan 
pendiriannya. 
Bambang Waluyo (2008:91) dalam menjatuhkan pidana, kiranya 
rumusan Pasal 58 (pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil 
penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan 
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referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Kesalahan pembuat pidana; 
2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3) Cara melakukan tindak pidana; 
4) Sikap batin pembuat tindak pidana; 
5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
9) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
10) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena 
dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh 
kebebasan atau hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan 
keputusan maka akan dapat meranggut nyawa, kemerdekaan, 
kehormatan dan harta benda yang dijunjung oleh setiap masyarakat 









A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat 
atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat 
atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kota 
Polewali.  
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam penulisan ini maka 
penulis menetapkan lokasi panelitian pada Pengadilan Negeri Kota 
Polewali. Pertimbangan penulis untuk memilih lokasi penelitian tersebut 
adalah karena Pengadilan Negeri Kota Polewali adalah tempat 
diputusnya perkara pidana dengan Putusan Nomor 
121/PID.B/2014/PN.Pol.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) 
kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah hakim yang 
telah menangani perkara tindak pidana penyerobotan kios pasar.  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari studi 
kepustakaan yakni melalui peraturan perundang-undangan, salinan 
putusan pengadilan, literatur- literatur, buku, jurnal, artikel serta 
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bahan- bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang 
akan dibahas. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan 
dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang 
terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak 
lanjut dalam memperoleh data-data sebgaimana yang diharapkan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah:  
1. Penelitian Pustaka (Library Research)  
Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan 
data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-
buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, jurnal serta data 
yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media 
lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.  
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan 
wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum yang 
berkompeten, dalam hal ini adalah hakim yang telah menangani 




D. Analisis Data  
Data yang diperoleh di lokasi penelitian baik data primer 
maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka 
teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, 
dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah 
terkumpul dan dianggap telah cukup kemuadian data tersebut diolah 
dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan 
berlandaskan kepada dasar- dasar pengetahuan umum kemudian 
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kajian Ilmiah Tentang Tindak Pidana Memasuki Ruangan 
Tertutup Secara Melawan Hukum dalam Putusan Kasus 
Penyerobotan Kios Pasar No.121/Pid.b/2014/Pn.Polewali. 
 
Tindakan memasuki ruangan secara melawan hukum yang 
secara umum biasa disebut dengan tindakan penyerobotan 
merupakan sebuah kejahatan terhadap ketertiban umum yang 
tercantum didalam Buku II Bab V KUHP, tindakan ini harus dilakukan 
dengan sengaja. Kesengajaan atau opzet dari Terdakwa tidak hanya 
meliputi perbuatan memasuki saja, melainkan juga meliputi semua 
unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yaitu: 
1. Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah,ruangan atau 
pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan 
hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, atau 
berada disitu dengan melawan hukum, dan suruhannya tidak 
pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus 
rupiah.  
 
Penjelasan dari unsur-unsur pasal ialah sebagai berikut: 
 
a)  Unsur objektif dari tindak pidana ini ialah in de woning of 
bestolen lokaal of erf, bij een ander ingebruik atau dalam 
sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman 
yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. Yang 
dimaksud dengan woning atau tempat tinggal adalah 
setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun  
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b) sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam 
pengertiannya, yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-
kapal yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal. 
Lamintang (2010:580). 
c) Simons (Lamintang,2010:581) yang dimaksud dengan 
suatu besloten lokaal atau suatu ruangan yang tertutup itu 
ialah suatu ruangan yang tidak sepenuhnya bebas untuk 
dimasuki,hingga kedatangan orang ke dalam ruangan 
seperti itu dapat ditolak.  
Noyon dan Langemeijer (Lamintang dan Theo 
Lamintang ,2010:581), beberapa contoh dari ruangan yang 
tertutup misalnya, sebuah ruang tempat tinggal pada suatu 
bangunan tempat tinggal bersama ataupun yang dewasa 
ini juga sering disebut dengan kata flat, pengertian 
besloten lokaal adalah lebih luas dari woning, sehingga 
dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, yakni setiap 
bangunan, setiap ruangan yang ditutup antara dinding-
dinding, gudang-gudang, dan sebagainya. 
d) Simons (Lamintang dan Theo Lamintang,2010:581) yang 
dimaksud dengan bestoten erf atau halaman tertutup ialah 
halaman yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya 
dengan memberikan suatu pembatas, yang dapat dilihat. 
60 
e) Unsur objektif selanjutnya dari tindak pidana yang diatur 
dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ialah zich aldaar 
vertoeven atau berada disana. Yang dimaksudkan dengan 
kata disana ialah tempat tinggal atau di ruangan atau 
halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. 
f) Unsur objektif terakhir dari tindak pidana ini ialah niet 
aanslonds verwijderen op vordering van den 
rechthebbende atau tidak segera pergi setelah ada 
permintaan dari atau atas nama orang yang berhak.Untuk 
dapat disebut sebagai orang yang berhak tidak perlu 
memerhatikan apakah penghuniaan sebuah tempat itu 
memang benar telah dilakukan berdasarkan suatu hak. 
Tujuan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 
ayat (1) KUHP ialah untuk melindungi hak bertempat 
tinggal. Perlindungan terhadap hak bertempat tinggal 
dalam sebuah rumah didasarkan semata-mata pada de 
feitelijke bewoning atau didasarkan pada kepenghunian 
yang nyata atas rumah tersebut. 
  Seseorang hanya dapat dikatakan telah terbukti mempunyai 
kesengajaan terhadap unsur-unsur tindak pidana, jika disidang 
Pengadilan yang memeriksa perkara dapat dibuktikan bahwa: 
1. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum 
memasuki dengan paksa; 
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2. Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki 
dengan paksa itu adalah sebuah tempat tinggal atau 
suatu ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh 
orang lain 
3. Pelaku telah menghendaki tetap berada disana 
4. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada 
permintaan dari nama orang yang berhak atas tempat 
tinggal, ruangan atau halaman tertutup. 
Perbuatan binnedringen atau memasuki yang oleh 
pelakunya telah dilakukan bertentangan dengan kemauan dari 
orang yang berhak, baik kemauan itu telah dinyatakan dengan 
tegas maupun tidak. 
Menurut Hakim yang penulis wawancarai, bahwa dalam 
perkara ini terdakwa telah memenuhi semua unsur yang tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) jo.Pasal 64 ayat (1) 
KUHP dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti 
keterangan Terdakwa dan berdasarkan segala hal yang terungkap 
dipersidangan sebagaimana selengkapnya yang dicatat dalam 
Berita Acara Persidangan Perkara Ini, ditinjau dari hubungannya 
antara satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan 
bersesuaian yang diperkuat dengan keyakinan hakim, maka 
didalam pemeriksaan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta 
yuridis.  
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 Perkara No.121/Pid.b/2014/Pn.Polewali ini, Terdakwa 
didakwa dengan Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP 
yaitu perbuatan memasuki 3 bangunan berupa kios pasar yaitu kios 
no. 7, 8 dan 18 Blok B Pasar Sentral Pekkabata yang diduduki dan 
dikuasainya secara melawan hukum untuk berkegiatan usaha  yaitu 
sebagai tukang jahit selama 192 (Seratus sembilan puluh dua 
bulan) dengan harga sewa setiap bulannya yaitu Rp.350.000,00 
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi kerugian yang dialami oleh 
pelapor dalam hal ini PT.Surandar Cabang Polewali Mandar yaitu 
sebesar Rp.67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu 
dan unsur-unsur Pasalnya terdapat dalam Pasal 167 KUHP.  
Kejahatan ini merupakan suatu hal yang dapat merugikan si 
Pemilik hak atas suatu rumah, ruangan atau pekarangan tertutup. 
Mengingat tanah merupakan suatu aset yang memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi apalagi jika ada bangunan diatasnya yang 
dapat digunakan sebagai tempat untuk berkegiatan usaha yang 
mendatangkan keuntungan secara ekonomi, sehingga 
perlindungan pemilik hak perlu ditegakkan agar tindakan memasuki 
secara melawan hak atau penyerobotan dapat ditanggulangi. 
 Dikaitkan dengan perlindungan hukum kepada masyarakat 
dan khususnya kepada pemilik hak atas tanah maka dengan tujuan 
hukum pidana yang dimaksudkan bahwa setiap undang-undang 
pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi 
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kesejahteraan masyarakat beserta anggota-anggotanya,untuk 
menciptakan agar anggota masyarakat mematuhi aturan hukum 
diperlukan sanksi hukum. Sanksi hukum disini, diartikan sebagai 
sarana untuk melindungi kepentingan individu, atau badan dengan 
jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap tindak 
pidana (Hambali Thalib,154:2005) 
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Memasuki Ruangan Secara Melawan Hukum dalam Putusan 
Kasus Penyerobotan Kios Pasar No.121/Pid. b/2014/Pn. 
Polewali 
 
Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana 
memasuki ruangan secara melawan hukum dalam putusan kasus 
penyerobotan kios pasar no.121/pid.b/2014/Pn. Pol yang didakwa 
dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal 
yaitu: Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
1. Posisi Kasus 
Berawal ketika PT. SURANDAR CABANG POLEWALI 
MANDAR selaku pengembang membangun Pasar Sentral 
Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar 
berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 
644.1/26/DTR/XII/2001 tanggal 30 Desember 2001 yang 
kemudian juga menjadi pengelola Bangunan Pasar Sentral 
Pekkabata berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) 
No. 88 a.n. PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR 
tanggal 23 Mei 2006. Bangunan Pasar Sentral Pekkabata terdiri 
dari kios-kios yang disediakan untuk disewakan bagi para 
pedagang pasar maupun para pelaku usaha yang akan 
berniaga di Pasar Sentral Pekkabata dengan harga sewa Rp. 
350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk 
tiap kiosnya. 
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Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat 
diingat secara pasti oleh Terdakwa namun masih termasuk 
dalam tahun 2008, Terdakwa memasuki salah satu kios yaitu 
Kios No.7 blok B di Pasar Sentral dan menempatinya untuk 
tempat usaha menjahit pakaian. Kemudian pada hari, tanggal, 
dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti oleh Terdakwa 
memasuki 2 (dua) kios yaitu Kios No. 8 dan No. 18 Blok B di 
Pasar Sentral Pekkabata dan menggunakannya untuk 
menampung kain atau gudang bagi usaha menjahitnya. 
Bahwa Terdakwa memasuki dan menempati 3 (tiga) kios 
pada Pasar Sentral Pekkabata tersebut secara sepihak, tanpa 
seizin dan sepengatahuan dari PT. SURANDAR CABANG 
POLEWALI MANDAR selaku pengembang dan pengelola 
Bangunan Pasar Sentral Pekkabata serta tanpa membayar 
sewa kepada PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR 
dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan penghuni lama di 
pasar lama di pasar tersebut sebelum dikembangkan dan 
dikelola oleh PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR. 
Bahwa setelah mengetahui Terdakwa memasuki dan 
menempati kios di Pasar Sentral Pekkabata, Saksi H. 
MUHAMMAD AMIN alias Pak AMIN selaku Karyawan dari PT. 
SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR yang bertugas 
sebagai Pengelola Administrasi Bangunan Pasar Sentral 
Pekkabata mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kepada 
terdakwa agar membayar sewa kios yang ditempatinya tersebut, 
namun Terdakwa tidak pernah membayarnya. Bahkan Saksi H. 
MUHAMMAD AMIN Alias PAK AMIN maupun karyawan lainnya 
dari PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR sudah 
seringkali menegur secara lisan agar terdakwa membayar harga 
sewa kios yang ditempatinya tersebut atau jika memang tidak 
mau membayar, diminta agar segera meninggalkan kios yang 
ditempatinya tersebut, akan tetapi sampai saat dilakukan 
penuntutan terhadap perkara ini, Terdakwa tidak pernah 
mengindahkannya dan masih menempati kios No. 7, 8 dan 18 
Blok B Pasar Sentral Pekkabata. 
Bahwa untuk Kios No. 7 Blok B Pasar Sentral Pekkabata, 
Terdakwa telah menempatinya selama sekitar 80 (delapan 
puluh) bulan terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan bulan 
Agustus tahun 2014, sedangkan untuk Kios No. 8 dan 18 blok B 
Pasar Sentral Pekkabata, Terdakwa telah menempatinya 
selama masing-masing selama sekitar sekitar 56 (lima puluh 
enam) bulan terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan bulan 
Agustus tahun 2014. Sehingga apabila dijumlah secara 
keseluruhan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar 
biaya sewa selama 192 (seratus Sembilan puluh dua) bulan 
dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) 
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perbulan untuk tiap kiosnya. Dengan demikian akibat perbuatan 
Terdakwa tersebut, PT. SURANDAR CABANG POLEWALI 
MANDAR mengalami kerugian sekitar Rp.67.200.000,00 (enam 
puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). 
 
2.  Dakwaan Penuntut Umum 
Berdasarkan perkara sebagaimana tersebut diatas, 
maka surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 
dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, menurut 
Andi Hamzah (1987:17) surat dakwaan disusun secara tunggal 
jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan tindak pidana 
hanya satu perbuatan saja, penyusunan dakwaan tunggal 
merupakan penyusunan dakwaan yang teringan jika 
dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, 
karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah 
permasalahan saja. 
DAKWAAN : 
Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SALEH Alias Lasalleng 
Alias BAPAK HADI USRA pada waktu tertentu dalam tahun 
2008 dan 2010 bertempat di Pasar Sentral Pekkabata 
Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah 
hukum Pengadilan Negeri Polewali, memaksa masuk ke dalam 
rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang 
lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak 
atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan 
dalam beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) yang dilakukan 
dengan cara berikut: 
- Berawal ketika PT. SURANDAR CABANG POLEWALI 
MANDAR selaku pengembang membangun Pasar Sentral 
Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar 
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berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 
644.1/26/DTR/XII/2001 tanggal 30 Desember 2001 yang 
kemudian juga menjadi pengelola Bangunan Pasar Sentral 
Pekkabata berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan 
(HGB) No. 88 a.n. PT. SURANDAR CABANG POLEWALI 
MANDAR tanggal 23 Mei 2006. Bangunan Pasar Sentral 
Pekkabata terdiri dari kios-kios yang disediakan untuk 
disewakan bagi para pedagang pasar maupun para pelaku 
usaha yang akan berniaga di Pasar Sentral Pekkabata 
dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh 
ribu rupiah) per bulan untuk tiap kiosnya. 
- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat 
diingat secara pasti oleh Terdakwa namun masih termasuk 
dalam tahun 2008, Terdakwa memasuki salah satu kios yaitu 
Kios No.7 blok B di Pasar Sentral dan menempatinya untuk 
tempat usaha menjahit pakaian. Kemudian pada hari, 
tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti oleh 
Terdakwa memasuki 2 (dua) kios yaitu Kios No. 8 dan No. 
18 Blok B di Pasar Sentral Pekkabata dan menggunakannya 
untuk menampung kain atau gudang bagi usaha 
menjahitnya. 
- Bahwa Terdakwa memasuki dan menempati 3 (tiga) kios 
pada Pasar Sentral Pekkabata tersebut secara sepihak, 
tanpa seizin dan sepengatahuan dari PT. SURANDAR 
CABANG POLEWALI MANDAR selaku pengembang dan 
pengelola Bangunan Pasar Sentral Pekkabata serta tanpa 
membayar sewa kepada PT. SURANDAR CABANG 
POLEWALI MANDAR dengan alasan bahwa Terdakwa 
merupakan penghuni lama di pasar lama di pasar tersebut 
sebelum dikembangkan dan dikelola oleh PT. SURANDAR 
CABANG POLEWALI MANDAR. 
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa memasuki dan 
menempati kios di Pasar Sentral Pekkabata, Saksi H. 
MUHAMMAD AMIN alias Pak AMIN selaku Karyawan dari 
PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR yang 
bertugas sebagai Pengelola Administrasi Bangunan Pasar 
Sentral Pekkabata mendatangi Terdakwa dan 
menyampaikan kepada terdakwa agar membayar sewa kios 
yang ditempatinya tersebut, namun Terdakwa tidak pernah 
membayarnya. Bahkan Saksi H. MUHAMMAD AMIN Alias 
PAK AMIN maupun karyawan lainnya dari PT. SURANDAR 
CABANG POLEWALI MANDAR sudah seringkali menegur 
secara lisan agar terdakwa membayar harga sewa kios yang 
ditempatinya tersebut atau jika memang tidak mau 
membayar, diminta agar segera meninggalkan kios yang 
ditempatinya tersebut, akan tetapi sampai saat dilakukan 
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penuntutan terhadap perkara ini, Terdakwa tidak pernah 
mengindahkannya dan masih menempati kios No. 7, 8 dan 
18 Blok B Pasar Sentral Pekkabata. 
- Bahwa untuk Kios No. 7 Blok B Pasar Sentral Pekkabata, 
Terdakwa telah menempatinya selama sekitar 80 (delapan 
puluh) bulan terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan 
bulan Agustus tahun 2014, sedangkan untuk Kios No. 8 dan 
18 blok B Pasar Sentral Pekkabata, Terdakwa telah 
menempatinya selama masing-masing selama sekitar sekitar 
56 (lima puluh enam) bulan terhitung mulai tahun 2010 
sampai dengan bulan Agustus tahun 2014. Sehingga apabila 
dijumlah secara keseluruhan, Terdakwa memiliki kewajiban 
untuk membayar biaya sewa selama 192 (seratus Sembilan 
puluh dua) bulan dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga 
ratus lima ribu rupiah) perbulan untuk tiap kiosnya. Dengan 
demikian akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. 
SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR mengalami 
kerugian sekitar Rp.67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta 
dua ratus ribu rupiah). 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Pidana jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
a. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH Alias 
Lasalleng Alias BAPAK HADI USRA telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo. Pasal 
64 Ayat (1) KUHP; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana 
penjara selama 8 (delapan) bulan; 
c. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) rangkap foto copy sertipikat Hak Guna Bangunan 
No. 88 An. PT. SURANDAR Tanggal 23 Mei 2006 dan 
telah dilegalisir. 
“ Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. 
BAHARUDDIN BIN ANDI ABIDE” 
d. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara 




4. Amar Putusan Hakim 
Adapun amar putusan hakim adalah sebagai berikut: 
a. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH Alias 
LASALLENG Alias BAPAK HADI USRA, tersebut diatas 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “melawan hak orang lain masuk dengan 
memaksa ke dalam ruangan tertutup secara berlanjut” 
sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SALEH 
Alias LASALLENG Alias BAPAK HADI USRA, oleh karena 
itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy 
sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 88 Atas Nama PT. 
SURANDAR Tanggal 23 Mei 2006 dan telah dilegalisir tetap 
terlampir dalam berkas perkara; 
d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh 
para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum nomor: PDM-03/P.WALI/04/2014 dan 
diterapkan dalam putusan nomor: 121/Pid. B/2014/PN POL 
yakni Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP 
yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Barang siapa; 
b. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau 
pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan 
melawan hukum atau berada disitu dan atas 
permintaan yang berhak atas suruhannya tidak 
segera pergi dengan segera; 
c. Yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang 
meskipun masing-masing merupaka kejahatan atau 
pelanggaran, ada huungannya sedemikian rupa 




Penjelasan unsur-unsur tersebut diatas ialah: 
 
a.  Unsur setiap orang  
Pada dasarnya kata “barang siapa” 
menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus 
bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian 
yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai 
siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam 
perkara ini. 
 Perkataan “setiap orang” yang dimaksudkan disini  
ialah manusia sebagai subyek hukum telah dengan 
sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab 
(toerekeningsvaandaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi 
oleh karena setiap subyek hukum melekat erat 
dengan kemampuan bertanggung jawab 
sebagaimana ditegaskankan dalam Memorie Van 
Toelichting (MvT). Berdasarkan keterangan saksi-
saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, 
barang bukti bahwa yang menjadi Terdakwa dalam 
perkara ini ialah Muhammad Saleh Alias Lasalleng 
Alias Bapak Hadi Usra. Saksi yang dihadapkan di 
depan persidangan membenarkan bahwa yang 
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sedang diadili didepan persidangan Pengadilan 
Negeri Polewali adalah terdakwa Lk. Muhammad 
Saleh Alias Lassalleng Alias Bapak Hadi Usra maka 
jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang 
dimaksudkan dalam aspek ini, yang dihadapkan ke 
depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali 
sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur 
“setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. 
b. Unsur Memaksa Masuk ke dalam Rumah, 
Ruangan, Atau pekarangan tertutup yang dipakai 
orang lain dengan melawan hukum atau berada 
disitu dengan melawan hukum dan atas 
permintaan yang berhak atas suruhannya tidak 
pergi dengan segera 
Klausul yang ada di dalam unsur di atas adalah 
bersifat alternatif bukan kumulatif, sehingga apabila 
salah satu dari klausul diatas terpenuhi terpenuhi 
maka terpenuhilah semua klausul unsur di atas. Yang 
dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki 
rumah (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan 
dengan kehendak dari orang lain si pemakai yang 
sekaligus merupakan yang berhak. Yang dimaksud 
dengan atas permintaan yang berhak ialah suatu 
perintah, atau suruhan, himbauan, saran ataupun 
gerakan maupun tulisan yang dapat dimengerti si 
petindak yang pada pokoknya menghendaki si 
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petindak agar segera pergi. Pengertian tidak segera 
pergi ialah dalam waktu yang cukup tidak pergi dari 
tempat tersebut. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum dimana sesuai 
dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa 
dan bukti surat maka sekitar tahun 2008 yang sudah 
tidak diketahui tanggal dan bulannya dimana 
Terdakwa telah melakukan penyerobotan terhadap 
kios milik PT. SURANDAR, dimana PT SURANDAR 
adalah sebagai pengembang bangunan kios Pasar 
Sentral Pekkabata sebagaimana Surat Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 
644.1/26/DTR/XII/2001, tanggal 30 Desember 2001 
dan sebagai pengelola bangunan Pasar Sentral 
Pekkabata berdasarkan sertifikat Hak Guna 
Bangunan Nomor 88 Atas Nama PT.SURANDAR 
tanggal 23 Mei 2006, yaitu pada kios Nomor 7 (tujuh) 
Blok B dan kejadian penyerobotan yang kedua terjadi 
pada tahun 2010 dimana Terdakwa menyerobot Kios 
milik PT. SURANDAR yaitu pada kios Nomor 8 
(delapan) dan kios nomor 18 (delapan belas) Blok B 
tanpa sepengetahuan dari PT. SURANDAR dimana 
kios tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci 
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dan tidak mengentahui cara Terdakwa masuk 
kedalam kios tersebut. 
Bahwa PT. SURANDAR selaku pengembang melalui 
petugas administrasinya sudah sering mendatangi 
dan menegur secara lisan kepada Terdakwa agar 
meninggalkan kios-kios tersebut namun Terdakwa 
tidak pernah mengindahkan dan meningalkan kios-
kios tersebut. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas maka unsur “memaksa masuk ke dalam 
rumah,ruangan atau pekarangan tertutup yang 
dipakai orang lain dengan melawan hukum atau 
berada disitu dengan melawan hukum dan atas 
permintaan yang berhak atas suruhannya tidak 
segera pergi dengan segera” telah terpenuhi. 
c. Unsur “yang dilakukan dalam beberapa 
perbuatan yang meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” 
 Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa 
“jika antara perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
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dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya 
diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, 
yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok 
yang paling berat”. 
Bahwa perbuatan antara satu dengan lainnya ada 
kaitannya, sehingga dapat dianggap sebagai satu 
berkelanjutan, apabila menurut pengetahuan dan 
praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan; 
2) Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama 
macamnya. 
Fakta-fakta hukum yaitu perbuatan Terdakwa yang 
menguasai 3 (tiga) kios yang terbagi dalam kios 
Nomor 7 (tujuh), Nomor 8 (delapan) dan kios 
Nomor 18 (delapan belas) Blok B yang ada di 
dalam Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten 
Polewali Mandar tersebut tanpa seizin dari yang 
berhak dimana perbuatan tersebut dilakukan 
dengan cara yang sama dan berulang-ulang yaitu 
awalnya Terdakwa menempati dan menguasai 
kios Nomor 7 (tujuh) Blok B tersebut untuk 
dijadikan tempat usaha jahit pakaian sekitar tahun 
2008, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa 
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menempati dan menguasai untuk kios Nomor 8 
(delapan) Blok B untuk menyimpan kain dan kios 
Nomor 18 (delapan belas) Blok B untuk gudang. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas maka dengan demikian unsur 
“yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang 
meskipun masing-masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian 
rupa sehingga harus dipandandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut” telah terbukti. 
Rumusan surat dakwaan tersebut telah 
sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan 
untuk kemudian diajukan dalam persidangan. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai 
dengan Pasal-pasal yang dipersangkakan kepada 
para terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa 
benar telah terbukti dimuka persidangan dengan 
berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-
fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi 
unsur- unsur dalam Pasal 167 Ayat (1) jo. Pasal 
64 Ayat (1) KUHP. 
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Menurut penulis, hal ini sudah sejalan 
dengan ketentuan perundang-undangan dan 
kebiasaan yang terjadi dalam praktik sehingga 
tidak ada masalah terhadap dakwaan penuntut 
umum. Sehubungan dengan telah terpenuhinya 
semua unsur secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-
unsur tindak pidana penyerobotan dengan 
perbuatan berlanjut telah terpenuhi. 
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana 
Terhadap Tindak Pidana Memasuki Ruangan Secara Melawan 
Hukum dalam Putusan No.121/Pid.b/2014/PN. Polewali 
 
Menurut HMA KUFFAL (2008:37-38) bahwa dalam 
penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa bahwa kedudukan dan 
fungsi “keyakinan hakim” ternyata lebih signifikan dan lebih 
dominan, karena dalam praktek peradilan meskipun di muka sidang 
pengadilan penuntut umum telah mengajukan puluhan alat bukti 
yang sah dalam berbagai bentuk yaitu saksi, ahli, surat dan lain-
lain, namun kalau hal tersebut tidak berhasil menimbulkan 
keyakinan hakim maka hakim tidak akan memutuskan bahwa 
terdakwa bersalah dan oleh karena itu hakim juga tidak 
menjatuhkan pidana tehadap terdakwa. 
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa 
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dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari pelaku. Dengan 
perkataan lain bahwa yang wajib ditegakkan oleh hakim itu bukan 
hanya hukum akan tetapi secara sekaligus juga keadilan, yang 
berarti hukum yang adil atau “hukum yang menghasilkan keadilan”. 
Atas dasar itu maka hakim dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat.  
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dimana sesuai 
dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti 
surat maka sekitar tahun 2008 yang sudah tidak diketahui tanggal 
dan bulannya dimana Terdakwa menyerobot kios milik PT 
SURANDAR, dimana PT SURANDAR adalah sebagai pengembang 
bangunan kios Pasar Sentral Pekkabata sebagaimana Surat Izin 
Menndirikan Bangunan (IMB) Nomor: 644.1/26/DTR/XII/2001, 
tanggal 30 Desember 2001 dan sebagai pengelola bangunan Pasar 
Sentral Pekkabata berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan 
Nomor 88 Atas Nama PT.SURANDAR tanggal 23 Mei 2006, yaitu 
pada kios Nomor 7 (tujuh) Blok B dan kejadian penyerobotan yang 
kedua terjadi pada tahun 2010 dimana Terdakwa menyerobot kios 
milik PT SURANDAR yaitu pada kios Nomor 8 (delapan) dan kios 
nomor 18 (delapan belas) Blok B yang ada di Pasar Sentral 
Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten  Polewali Mandar; 
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 3 
(tiga) kios yang terbagi dalam kios Nomor 7 (tujuh), Nomor 8 
(delapan) dan kios Nomor 18 (delapan belas) Blok B yang ada di 
dalam Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar 
tersebut tanpa seizin dari pihak yang berhak dimana perbuatan 
tersebut dilakukan dengan cara berulang-ulang yaitu awalnya 
Terdakwa menempati dan menguasai kios Nomor 7 (tujuh) Blok B 
tersebut untuk dijadikan tempat usaha jahit pakaian sekitar tahun 
2008, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa menempati dan 
menguasai kios Nomor 8 (delapan) Blok B untuk menyimpan kain 
dan kios Nomor 18 (delapan belas) Blok B untuk gudang; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “Yang 
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dilakukan dalam beberapa perbuatan yang meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut.” Telah terbukti. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, 
maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana; 
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, 
Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan 
pertanggungjawaban pidana baik alasan pamaaf maupun alasan 
pembenar, dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum 
yang mampu bertanggungjawab jawab oleh karenanya harus 
dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut; 
Menimbang, bahwa dengan memerhatikan Pasal 183 
KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, 
maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal 
dengan perbuatan yang terdakwa harus dijatuhi pidana yang akan 
disebutkan didalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa bersadarkan hal-hal tersebut diatas 
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya 
hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa bahwa tentang 
lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa 
sebagaiman di muat dalam amar putusan di bawah ini menurut 
Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah 
memenuhi rasa keadilan keluarga korban dan terdakwa disamping 
rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi; 
Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya 
pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi 
Terdakwa sebagai berikut 
Hal- Hal Yang Memberatkan: 
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; 
- Terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan; 
 
Hal- Hal Yang Meringankan: 
- Terdakwa belum pernah di hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi 
pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) 
KUHAP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya 
perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar 
putusan; 
Mengingat Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat 
(1)  KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan 
dengan perkara ini. 
 
2. Analisis Penulis 
Berdasarkan pada apa yang ditemukan oleh penulis 
baik itu melalui proses wawancara dengan hakim maupun 
studi kasus kepustakaan mengenai hal yang diteliti oleh 
penulis, maka penulis membuat kesimpulan bahwa sebelum 
menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hakim terlebih 
dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan 
yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga 
terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan 
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim 
diberi fungsi oleh Undang-undang untuk menerima, 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang 
selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-
benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan 
fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak 
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termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau 
antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis berapapun 
sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi 
permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan 
maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang 
bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan dasar atau 
alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan 
secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. 
Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan 
maka sudah dapat diketegorikan sebagai tindak pidana 
dalam hal ini sudah memenuhi 3 (tiga) alat bukti yang sah 
yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni : keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Jadi hal ini sesuai 
dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
Berdasarkan putusan perkara nomor 
121/Pid.B/2014/PN.Pol menyatakan bahwa Terdakwa 
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MUHAMMAD SALEH Alias LASSALLENG Alias BAPAK 
HADI USRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal-pasal 167 Ayat (1) KUHP jo. 
Pasal 64 Ayat (1) KUHP: 
a. Barang siapa; 
b. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau 
pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara 
melawan hukum atau berada disitu dengan melawan 
hukum dan atas permintaan yang berhak atas 
suruhannya tidak segera pergi dengan segera; 
c. Yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang 
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. 
 
Namun disamping hal tersebut, menurut hasil 
wawancara dengan hakim terdapat hal yang meringankan 
terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum. Bagi 
terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum,hal tersebut 
dapat memperberat pidana karena Terdakwa dianggap 
tidak jera dan tidak menghormati hukum yang berlaku. 
Karena salah satu fungsi pemidanaan adalah meberikan 
efek jera dan mendidik atau memperbaiki pelaku. 
Selain itu didalam putusan ini hakim menjatuhkan 
pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa, 
kurang dari tuntutan penuntut umum yaitu 8 (delapan) 
bulan mengingat banyak hal yang mempengaruhi 
pertimbangan hakim yaitu mengingat penjatuhan pidana 
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tergantung rasa keadilan masing-masing hakim, hal ini 
bersifat kasuistis sehingga hakim perlu mengkaji lebih 
dalam mengenai latar belakang terdakwa dan fakta 
persidangan. Dengan demikian, penjatuhan putusan hakim 
dalam perkara nomor 121/pid.B/PN. Pol sudah tepat 






















Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis 
simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana dalam perkara nomor 
121/Pid.B/PN.Pol telah tepat, hal ini dikarenakan 
Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan 
dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-
fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur- 
unsur dalam Pasal 167 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) 
KUHP. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 
121/Pid.B/2014/PN.Pol, hakim berdasarkan pada surat 
tuntutan penuntut umum telah sesuai dengan 
menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 
Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti serta adanya 
pertimbangan-pertimbangan yuridis dan sosiologisnya, 
hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan 
terdakwa, serta memerhatikan undang-undang yang 
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berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim serta 
rasa keadilan hakim.  
B. Saran 
1. Hendaknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam    
suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar 
senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap 
memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar 
tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung 
tinggi rasa keadilan sehingga tercipta keadilan yang sebenarnya. 
2. Penulis berharap agar kedepan pihak pengelola pasar sentral  
setempat sebelum menerima penyewa bangunan kios pasar harus 
memberikan pemahaman lebih rinci tentang prosedur, hak dan 
kewajiban penyewa sehingga tidak terjadi kesalahpahaman 
mengenai proses administrasi apalagi sampai terjadi tindak pidana. 
3. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat 
bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-
tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, 
dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia 
tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan 
yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan 
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